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ABSTRAK 

SAMSUL ARIFIN (200121100008), “Pengaturan Presidential Threshold dalam 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia” dibimbing oleh Prof. Dr. 

Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Dr. Nurus 

Zaman, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II. 

 

Penelitian ini menganalisis norma yang mengatur Pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden. Bagian-bagian yang dianggap bermasalah dan dimungkinkan mengarah 

pada timbulnya konsekuensi yang mengancam eksistensi demokrasi dijadikan 

fokus utama sebagai objek kajian. Di dalamnya menjelaskan pengaturan 

Presidential Threshold yang diatur oleh undang-undang dan korelasinya dengan 

konstitusi Indonesia. 

 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu dengan cara  menggali 

literatur hukum dan sumber lain yang mendukung. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dengan mengumpulkan data primer yang terdiri dari perundang-

undangan. Dan data sekunder yang diperoleh penulis dari buku-buku teks, jurnal-

jurnal hukum serta catatan-catatan lain yang mendukung. 

 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pengaturan Presidential Threshold 

dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden yang diatur oleh undang-undang 

tidak memenuhi unsur keadilan. Ketentuan tersebut mencederai prinsip keadilan 

bagi partai politik dan rakyat serta berpotensi mengancam eksistensi demokrasi. 

 

Kata Kunci : Undang-Undang, Presidential Threshold, Demokrasi. 
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ABSTRAK 

SAMSUL ARIFIN (200121100008), “Presidential Threshold Regulation for The 

President and Vice President Election in Indonesia” leaded by Prof. Dr. Yudi 

Widagdo Harimurti, S.H., M.H. as counselor I and Dr. Nurus Zaman, S.H., M.H. 

counselor II. 

 

This research analyzes governing norms regulate President and Vice President 

Election. The main focus of research object is assumption showed problematic 

and may lead to consequences that threaten the existence of democracy. It 

explained The Presidential Theshoid regulated by legislation and its correlation 

to the constitution of Indonesia. 

 

This research takes normative law method by searching law literature and other 

sources that support it. The primary datas collected consist of legislation. The 

secondarry datas were obtained from teksbooks, legal journals and other 

supporting records. 

 

This research showed the result bahwa Presidential Threshold regulation for The 

President and Vice President Election regulated by legislation don’t serve justice. 

It offends the principles of justice for political parties and the people, also has 

potential to threaten the existence of democracy. 
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